PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam
minyak dan gas yang berpotensi untuk dikelola dan
dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang
berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat ;

b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan
melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pendirian badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan peraturan
daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ;

e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
c dan huruf d perlu persetujuan Dewan Perviakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Rembang dengan menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kahiinaten



10.

11.

12,

13.

Memperhatikan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan N egara ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal ;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi :

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Jui 2017.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juli 2017.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 21 Juli 2017.



KEDUA

KETIGA

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 21 Juli 2017

N PERWAKILAN RAKYAT DAERALL
BUPATEN REMBANG
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